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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang 

Mangrove Kota Surabaya yang dilihat melalui teori prinsip-prinsip partisipasi yang 

disusun oleh Department For Internasional Development (DFID) dalam Hajar 

(2018) meliputi: 

1. Cakupan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, di Bank 

Sampah Bintang Mangrove sendiri, prinsip cakupan mengarah kepada para 

pengurus dan nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove itu sendiri. Dimana, 

dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang tentu saja terdampak dari adanya bank 

sampah, keputusan atau kesepakatan terkait bank sampah sendiri adalah 

pengurus dan nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove.  

2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) 

Setelah melakukan penelitian dapat dikatakan bahwa prinsip 

kesetaraan dan kemitraan di Bank Sampah Bintang Mangrove sudah 

terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat dari kesetaraan hak yang dimiliki 

nasabah maupun pengurus dalam membangun dialog, menyampaikan 

gagasan atau pemikiran mereka untuk kemajuan bank sampah ke depannya. 

Selain itu, adanya kesetaraan hak, baik pengurus maupun nasabah bank 

sampah dalam menggunakan serta memanfaatkan sarana dan prasarana 
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yang tersedia serta kesetaraan hak pengurus dan nasabah dalam mengikuti 

segala program ataupun kegiatan yang ada. Namun, nasabah Bank Sampah 

Bintang Mangrove dalam menyampaikan gagasan, saran dan kritik masih 

terbilang kurang optimal karena masih sedikit dari mereka yang mau 

menyumbangkan pemikiran mereka untuk bank sampah. 

3. Transparansi 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa prinsip 

transparansi sudah terlaksana namun belum dapat dikatakan optimal. 

Transparansi ditunjukkan dari adanya buku tabungan, daftar harga sampah, 

transparansi atas ketetapan suatu program, serta pembentukan grup 

whatsapp pengurus bank sampah, pengajar sekolah sungai serta sebagian 

nasabah guna mempermudah komunikasi serta penyebaran informasi terkait 

hal-hal yang berkaitan dengan bank sampah. Namun prinsip transparansi 

belum dikatakan optimal karena belum adanya kepastian hukum atau 

regulasi yang mengatur terkait transparansi dalam bank sampah, serta tidak 

terdapat laporan bulanan maupun tahunan terkait keuangan di bank sampah 

yang disampaikan kepada nasabah bank sampah. 

4. Kesetaraan Kewenangan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa prinsip 

kesetaraan kewenangan di Bank Sampah Bintang Mangrove Gunung Anyar 

Tambak Kota Surabaya sudah terlaksana dengan baik, kesetaraan 

kewenangan tersebut dapat dilihat dari distribusi wewenang para pengurus 

bank sampah. Dimana, baik ketua, sekretaris, hingga seksi-seksi di bank 
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sampah memiliki wewenang yang sama yakni mengesahkan dan 

memutuskan keputusan atau kebijakan bersama melalui rapat pengurus 

organisasi bank sampah. Hal tersebut dilakukan agar pengurus bank sampah 

memiliki hak dan kekuasaan (wewenang) atas jabatan yang mereka miliki 

berjalan secara seimbang dan tidak terkesan mendominasi satu sama lain.  

5. Kesetaraan Tanggung Jawab 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, prinsip 

kesetaraan tanggung jawab di Bank Sampah Bintang Mangrove Gunung 

Anyar Tambak sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat, dimana 

pengurus bank sampah telah menyepakati tugas dari masing-masing jabatan 

yang mereka emban, namun di sisi lain mereka tetap melaksanakannya 

dengan prinsip kekeluargaan, dalam menjalankan tugasnya para pengurus 

akan saling membantu serta mengisi atau menjalankan tugas pengurus lain 

apabila ada yang tidak dapat hadir. Selain itu, baik pengurus maupun 

nasabah bank sampah menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab 

bersama atas keberlangsungan bank sampah ke depannya serta tanggung 

jawab atas lingkungan sekitar. 

6. Pemberdayaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, 

pelaksanaan prinsip pemberdayaan di Bank Sampah Bintang Mangrove 

dapat dilihat dari partisipasi aktif masyarakat luas, terutama dari pihak 

pengurus maupun nasabah bank sampah untuk saling belajar dan 

berkolaborasi dengan saling berbagi ilmu, kelebihan serta memanfaatkan 



115 
 

 
 

potensi yang mereka miliki melalui pelatihan-pelatihan serta dapat pula 

dilihat dari adanya program di bank sampah seperti berobat dengan sampah, 

bayar listrik dengan sampah serta simpan pinjam dengan sampah. 

7. Kerjasama 

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip kerjasama di Bank Sampah 

Bintang Mangrove dapat dilihat dari adanya kerjasama dari nasabah dan 

juga pengurus Bank Sampah Bintang Mangrove dalam menjaga kebersihan, 

keasrian, serta kesejukan lingkungan sekitar melalui kegiatan kerja bakti 

untuk membersihkan lingkungan, menanam tumbuh-tumbuhan serta 

bekerja sama dalam kegiatan pemilahan sampah. 

8. Berdasarkan kesimpulan dari poin-poin prinsip partisipasi di atas, maka 

prinsip cakupan, kesetaraan dan kemitraan, kesetaraan tanggung jawab, 

kesetaraan kewenangan, pemberdayaan, serta kerjasama sudah terlaksana 

namun masih terdapat beberapa poin prinsip partisipasi yang belum berjalan 

secara optimal seperti pada prinsip kesetaraan dan kemitraan, serta prinsip 

transparansi. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi di Bank Sampah 

Bintang Mangrove sudah baik dengan memenuhi beberapa poin prinsip-

prinsip partisipasi meskipun masih perlu adanya perbaikan serta 

peningkatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah 

di Bank Sampah Bintang Mangrove Kota Surabaya adalah: 
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1. Perlu adanya forum diskusi yang diperuntukkan bagi nasabah agar nasabah 

dapat lebih aktif dalam menyampaikan pendapat maupun masukan bagi 

bank sampah ke depannya. 

2. Perlu diadakan pertemuan rutinan antara nasabah serta pengurus guna 

penyampaian laporan bulanan ataupun laporan tahunan terkait keuangan di 

bank sampah guna memenuhi transparansi keuangan di Bank Sampah 

Bintang Mangrove. 

3. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait transparansi pelaksanaan bank 

sampah agar terpenuhinya jaminan hukum jika terjadi pelanggaran aturan 

terkait transparansi di bank sampah tersebut.    


